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Strategi Penegakan Hukum Tentang Tindak Pidana

Pencurian Kayu J a_ﬁ

Oleh Brigjen. Pol. Drs.

Pendahuluan

Hutan sebagai sumbe
fungsi penting dalam
untuk mencegah ba
memelihara kesubg

diperhitungkan

dan perlindungan yang baik guna®me
atau menghindari kerusakan h

Departemen Kehutanan sebagai penanggung- e

jawab masalah hutan jati, khususnya di Pulau
Jawa pengelolaan hutan dilimpahkan kepada
Perum Perhutani dan untuk tindak lanjutnya
telah dibentuk Kesatuan Pemangku Hutan.
Pembagian Wilayah Kerja Kesatuan
Pemangku Hutan dengan tujuan untuk

apat memenuhi -

*) Penulis adalah Dekan Fakultas Hukum, Universitas
Bhayangkara Jukarta Raya.

Pembahasan
Berkaitan dengan perlindun
pengaman hutan, khususnya menepz

h aparat penegak huku
ewenangnya.

isinya mengatur wewenang Penyidi
Negeri Sipil, sebagai berikut
jabat Penyidik P

] pidana yang menyangkut
hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang
yang diduga melakukan tindak pidana yang
menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil
hutan;

¢. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang
berada dalam kawasan hutan atau wilayah

Edisi Khusus Dies Natalis ke-55 - 2001

83




hukumnya;
d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan
barang bukti tindak pidana yang menyangkut
hutan, kawasan hutan dan hasil hutan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

€. Meminta keterangan dan barang b
orang atau badan hukum sehubun
tindak pidana yang menya
kawasan hutan dan hasil

Undang Hukum
g. Membuat dan
h.Menghentikan
terdapat cukup
pidana yang/i
hutan, dan hz
(2) Pejabat
sebagaiman
memberitahu

5 tahun 1990
Daya Alam Hayatj
mengatur wewen
Negeri Sipil, seb
Penyidik Pegawai Neg
Departemen Kehutanan &
a. Melakukan pemeriksa
laporan atau keterangan berkenaa
tindak pidana di bidang konservasi §
daya alam hayati dan ekosistemnya;

b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang

yang diduga melakukan tindak pidana di
bidang konservasi sumber daya alam hayati
dan ekosistemnya;

¢. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang
berada dalam kawasan suaka alam dan
kawasan pelestarian alam;

d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan
barang bukti tindak pidana di bidang

konservasi sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya;

e. Meminta keterangan dan bahan bukti dari

orang atau badan sehubungan dengan tindak
pidana.c

bidang konserva
alam hayati dan ekosistemnya.

iperiksa sebagai
tersangka atau saksi atas tindak pidana di
bidang kehutanan;

e. Membuat dan menandatangani berita acara;
f. Mengadakan penghentian penyidikan
apabila tidak terdapat cukup barang bukti
adanya tindak pidana di bidang kehutanan;
g. Meminta petunjuk dan bantuan penyidikan
kepada penyidik Polri.
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Selain pejabat penyidik Pegawai Negeri
Sipil bidang kehutanan yang mempunyai
wewenang memproses kasus pencurian kayu
jati  Polri juga berwenang untuk

memprosesnya. Adapun wewenang tersebut

tercantum dalam Undang-Undang Nomot:
tahun 1997 tentang Kepolisia
Republik Indonesia pasal
sebagai berikut: :

Di bidang proses p1

ninggalkan atau
an perkara untuk

enghadapkan ¢
rangka penyi
orang yang

mendesak untuk mela
tangkal terhadap orang ¥
melakukan tindak pidana;
k. Memberi petunjukdan bantuan penyi
kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil serta
menerima hasil penyidikan penyidik Pegawai
Negeri Sipil untuk diserahkan kepada
penuntut umum;

1. Mengadakan tindakan lain menurut hukum
yang bertanggungjawab. Wewenang pejabat
penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang
kehutanan walaupun telah diatur secara tegas

dalam Undang-Undang dan Peraturan
Pemerintah namun pencurian kayu jati di
Jawa semakin marak, terutama di Jawa
Tengah dan Jawa Timur.

ta dari Direktorat
Bmen Kehulandn

tindakaﬁwpreventif dan re
pemberian penghargaan kepa
teladan, memberikan p

ois lain yang telah dilakukan
oleh Depdrlemen Kehutanan adalah
membentuk Tim Pengamanan Hutan terpadu
yang diketuai oleh Menteri Kehutanan, Wakil
Ketua I Panglima TNI, Wakil Ketua II Jaksa
Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua III
Kepala Kepolisian Republik Indonesia,
namun ternyata Tim Pengamanan Hutan
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d. Kegiatan preventif dalam jangka sedang:
1) Penataran anggota patroli Sabahara dan
patroli Polisi Khusus kehutanan dalam taktik
dan teknik patroli di hutan.

Menyusun sistem patroli yang baru untuk
dihutan, patroli dapat dilakukan oleh kesat
patroli Polsus Kehutanan ata
Gabungan antara Polisi Khusus
dan Polri. 17
2) Mengajukan usulan r
pemerintah tentang pe
baru.

wadaya
ndak dalam

4) Memban

penjagaan y
dan dileng

e. Kegiatan
1) Mengada

agar terwujud

Peradilan Pidana,
represif yang lebih:
peradilan pidana.
2) Mengoptimalkan ker
Pegawai Negeri Sipil Keh
agar mampu dan akurat dala
penyidikan, contoh: penataran tambah
latihan-latihan penyidikan yang kontinue

3) Memantapkan administrasi penyidikan dan

menetapkan  mekanisme koordinasi
pengawasan Penyidik Polri terhadap Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Kehutanan.

4) Melaksanakan operasi rutin dan operasi
khusus Kepolisian secara terpadu
(berkoordinasi dengan instansi yang terkait).

Perlu disusun pola operasi rutin kepolisian
yang dibedakan menurut tingkat kesatuan

3. Strategi Fenanggulangan J

Polsek, Polres, Polwil, Polda dalam
menangani kejahatan pencurian kayu jati
dihutan, perlu disusun pola operasi khusus
Kepohslan dalam rangka operasi terpadu

lam:sat bentuk strategi

Panjang.

kerusakan-
hut 51I hutan yang
dlsebabkan oleh perbuatan manusia dan
ternak, kebakaran, bencana alam, hama dan
penyakit.
b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak
negara atas hutan dan hasil hutan. Usaha-
usaha tersebut di atas dapat dibedakan dalam
dua bagian ialah:
1) Usaha perlindungan hutan atau dapat
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disebut usaha pengamanan kehutanan.
2) Usaha pengamanan hutan atau dapat
disebut usaha pengamanan polisionil terhadap
hutan. Untuk dapat mengadakan perlindungan
dan pengamanan terhadap hutan serta hasil
hutan termasuk Hutan Suaka dan T
Wisata perlu diketahui berbagai
kerusakan-kerusakan yang di
pelbagai macam gangguani
Kerusakan karen
hutan misalnya pen

“Negara

pencurian kay
“tindakan yang

menghadapi pencurian kayu jati di hu
disusun karena praktek pencurian ka

erat kaitannya dengan hal tersebut di bawah

ini yang memerlukan waktu 20 tahun, baru
dapat menjadi baik, yaitu:

“Praktek pencurian kayu erat kaitannya
dengan kondisi sosial ekonomi, struktur
budaya, mentalitas, pandangan terhadap hutan
dari masyarakat di sekitar hutan yang relatif
masih tertinggal, sistem pengelolaan hutan
yang masih konvensional, dan aparat

Perhutani yang masih bersifat feodal, kondisi
sosial ekonomi masyarakat desa sekitar hutan
yang rendah, pemilikan lahan yang sempit,
rcndahnya pendapatan dari lahan pertanian

Antara lain: dengan car:
dihutan”. 22)
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